BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagi
berikut:
1. Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan
Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan di Kabupaten
Manggarai Timur masih sangat terbatar, masih banyak masyarakat yang
belum mengerti apa fungsi bantuan yang diberikan pemerintah,
bagaimana cara mengelola bantuan tersebut, pendamping program
keluarga harapan yang sedikit menyebapkan susahnya pemberian
informasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga
harapan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Mekanisme yang dijalankan di Kabupaten Manggarai Timur, masih
belum sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 yaitu
penetapan calon peserta program keluarga harapan, validasi data calon
penerima manfaat program keluarga harapan, penetapan keluarga
penerima manfaat program keluarga harapan, pemutahiran data keluarga
penerima manfaat dan transformasi kepesertaan keluarga penerima

manfaat.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka masukan
atau saran bagi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai
berikut:

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur dapat lebih
mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Dengan dikembangkan
sumber daya manusia hal tersebut dapat membantu keberhasilan program
keluarga harapan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.

2. Kepada pemaku wilayah dapat mendata dengan sebaik mungkin agar tidak
ada lagi kesalahan dalam proses pendataan dan berdiskusi dengan pihak
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perihal ketepatan sasaran
supaya tidak terjadi kesalahan pendatan penerima Program Keluarga

Harapan (PKH) terus menerus.
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